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Menimbang

GUBERNUR GORq>NTALO

, I

PERATURAN DAERAH PROWNSI GORONTALO
I

NOMOR:n.:2 TAHUN 2013
!

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

PROVINSI GORONTALO
!

~;, ,
j DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

I
j,

GUBERNUR GORONTALO,

: a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelembagaan sebagai upaya

mewujudkan kepemerintahan yang baik perlu penataan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

,b. bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk
!

menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai

wadah bagi pelaksanaari fungsi-fungsi kebijakan pemerintah

sesuai dengan visi dan misi;
I

c. bahwa untuk melaksanaka'nketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tanun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo;

,d. bahwa berdasarkan pertiJilbangan sebagaimana dimaksud dalam
.,. i

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah

I tentang Organisasi dan' Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Gorontalo. '



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
i

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomqr 3890); sebagaiman? telah diubah dengan Undang-Undang
, I

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 .Tahun 1974 I tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

.2. Undang-Undang Nomor 3~ Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
i

2000 Nomor 258, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4060); :

3. Undang-Undang Nomor 17,Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
I i

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
, ,

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara iRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
I

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara :Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, 'Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

'6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 1:2 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-un~angan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor ~234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1994 Ndmor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nom6r 1547}, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
I

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesiia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
I

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

9. Peraturan :Pemerintah rj-Jomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Repub/ik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor

13 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

nomor 100 tahun 2000 ~entang pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dalam jabatan St~uktural (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nclmor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan [)aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
I I

Indonesia Nomor 4578);

'11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan . dan Pengaw~san Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiai Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593); i
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

PedomanTeknis Organisas;Perangkat Daerah.
I

I



Dengan Persetujuan Bersama

Ii'
DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAEAAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNURGORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

'DINAS DAERAHPROVINSI GORONTALO

BAS I

:KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deng~n:
, ' ,

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo. ,
I

2. Pemerintahan I Daerah adalah penyeleng6araan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRDmenurut asas <;>tonomidan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam uhdang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.,

3. Pemerintah Daerah adalah .Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggar~an Pemerintahan Daerah . I
,--' 4. Gubernur adalah Kepala Daeran Provinsi Gorohtalo.

: ! ,

5. Dewan Perwakilan' Rakyat Daerah yang selanjutnya disingk'at DPRD adalah Dewan
,

. 1 ;

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.:

6. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu piflilpinan Pemerintah Daerah.
I I

7. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang tugasnya.
iii

8. Unit peJaksana teknis yang sejanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tug as

teknis pada dihas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal2 :,
i
I

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibetuk organis~si dan tata kerja Dinas Daerah.

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
, '
, ,

a. dinas pendidikan, kebudayaan pemuda dan olahraga ;



..

i.

;

b. dinas kesehatan;
• I

dinas kopJrasi, UMKM, perlndustrian, dan iperdagangan;

d. dinas perhubungan, pariwi$ata, komunikasi dan informatika;
iii

e. dinas tenaga kerja dan tramsmigrasi; :
\ :
, I

f. dinas pekEhjaan umum; I
g. dinas pert~nian tanaman ppngan dan hort;ikultura;

: ~ ;
h. dinas perikanan dan kelautim;

! ' i
dinas kehutanan dan energi sumber daya !mineral;

,
j. dinas keu~ngan dan aset Qaerah; .i
k. dinas pete'rnakan dan perkebunan;dan i

I. dinas sosial.

. c.

BAB III

DINAS DAERAH,

Bagian Kesatu
I I

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh kepala

Dinas.
i

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui ~ekretaris Daerah.

Pasal4

(1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dirnaksud pada ayat (1) Dinas Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai'dengah Iingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan ipemerintahan idan pelayanan umum,sesuai dengan

Iingkup tugasnya;
I

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai:dengan Iingkup tugasnya; dan

(3) pelaksanaan tugas lain sesuai ~engan peraturan perundang-undangan
I • ,



Bagian Kedya

,Susunan Orga~isasi
I

Paragraf 11

IDinas pendidikan~ Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
I , I
I ' ,

, Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga terdiri dari:
I : !

a. kepala Dinas;

b. sekretariaJ terdin dan:

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
: 1

2. subbagian keuangan;dan
! i

3. subbagi~m umum dan kepegawaian.

c. bidang peJjldidikan anak uSia dini non jnfo~mal terdiri dari:
! . I

1. seksi bina pendidikan anak usia dini ;
I !

2. seksi bina pendidikan masyarakat;dan

3. seksi bina kursus.

d. bidang pendidikan dasar terdiri dar;:

1. seksirnna sekolah dasar;

2. seksi bina sekolah menengah pertama;?an
3. seksi bina pendidikan tenaga kependidikan dan layanan khusus.

e. bidang pendidikan menengah terdiri dari: ;

1. seksi bina sekolah menengah atas;

2. seksi bina sekolah menengah kejuruan;ban

3. seksi bina pendidikan tenaga kependidikan layanan khusus dan kerjasama
I

perguruan tinggi.

f. bldang kebudayaan terdiri dari:

1. seksi bina seni dan pertunjukan;

2. seksi bina sejarah dan nilai-nilai tradisional;dan

3. seksi museum dan kepurbakalaan.

g. Bidang mutu tenaga pendidikan terdiri dari :

1. seksi kurikulum; ,

2. seksi pendidik dan tenaga kependidika~ pendidikan dasar; dan

3. seksi pendidik dan tenaga kependidikary pendidikan menengah.

h. bidang pemuda dan olahraga terdiri dari : i

1. seksi pemuda;

2. seksi oJphraga prestasi; .dan

3. seksi olahraga rekreasi. i



i. Kelompok Jabatan Fungsional;
i

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(2) Bagan struktw organisasi Di~as pendidikan~ kebudayaan, pemuda dan olahraga
f: ..

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
: .. I

bagian tidak t~rpisahkan dari Peraturan Daerah ini. .

i
!

Paragraf 2
,

: Dinas Kesehatan
!

Pasal6 i

(1) Susunan orga~isasi Dinas kesehatan terdiri daH:

a. kepala Dinas;
i

b. sekretariat terdiri dari:
,

1. subbagi~m perencanaan idan evaluasi;

2. subbagian keuangan;dan
I '

3. subbagian umum dan kJpegawaian.

c. bidang bin'a upaya kesehatan terdiri dari: I
1. seksi PE7layanankesehatpn dasar dan ryjukan;

; i I
2. seksi pelayanan kesehatan khusus;dan!

3. seksl promosi kesehatan:. i, ,

d. bidang pengendalian penyakit dan penyehatan Iingkun'gan terdiri dari:
iii

1. seksi pengendalian penyakit; I

2. seksi surveilands dan impnisasi;dan

3. seksi penyehatan Iingkungan.
I

e. bidang bina gizi, kesehatan ibu dan anak terdiri dari:

1. seksi kesehatan ibu dananak;. .!

2.seksi kesehatan tradisional, komplementer, kesehatan kerja dan kesehatan

olahraga;dan

3. seksi gizi masyarakat.

f. Bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan terdiri dari:

1. seksi obat publik dan p~rbekalan kesehatan;

2. seksi p~layanan kefarmasian;dan

3. seksi bimbingan, pengendalian sarana produksi, distribusi kefarmasian dan

alat kesehatan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
I



1 : !
(2) Bagan struktur organisasi Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran ~I yang meru~akan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3:
I

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal?

(1) Susunan organisasi Dinas koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan terdiri

dari:

a. kepala Dinas;
. I

b. sekretariat terdiri dari:

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;

2. subbagian keuangan;dan
, ;
I '

3. subbagian umum dan kepegawaian.
, '

c.. bldang koperasi terdiri dari;

1. seksi kefembagaan;
I

2. seksi pengembangan us~ha pertanian;dan

3. seksi pe,ngembangan u~ha non pertan~an.
I

d. bidang UMKM terdiri dari:
I ' :

1. seksi pehgembangan kelembagaan UM~M;

2. seksr pengembangan agrobfsnis dan aOOkausaha;dan
, I I

3. seksi pengembangan informasi, publikasi dan promosi.

e. bidang perindustrian terdiri dari:

1. seksi inQustri agro;
,

2. seksi industri kecil menengah;dan
: i ;

3. seksi inaustri, logam, mesin, elektronik ttan aneka.

f. bidang pe~dagangan terdiri: dari:
!

1. seksi perdagangan Juar negeri;
2. seksi ~rdagangan dalam negeri;dan

3. seksi ~ndarisasi dan perfindungan k0'1sumen.
i

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Tekns Dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan
. j

sebagaimana 'dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



, i Paragraf 4i
i, i i;

Din!=,sPerhubungan,! Pariwisata Korilunikasi dan Informatika
! I: ! Pasal8

i i

(1) Susunan organisasi Dinas perhubungan, pariwisata komunikasi dan informatika terdiri

darj;

8. kepala Dinas;

b. sekretanat
i

terdin dan:

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;

2. subbagian keuangan;dan
, I

3. subbagian umum dan ke'pegawaian.

c. bidang perhubungan darat terdiri dari:

1. seksi angkutan darat dan penyeberangan;
, I

2. seksi lalu Iintas dan rekayasa;dan 1

3. seksi keselamatan, teknik sarana dan Prasarana.
, ' ,

d. bidang perrubungan taut dan udara terdiri dari:

1. seksi angkutan taut dan udara; I
2. seksi pengembangan sarana dan prasarana taut dan udara;dan

, j
3. seksi kesetamatanlaut dan udara.

e. bidang komunikasi dan informasi terdiri d~ri:

1. seksi pos dan tetekomunikasi;

2. seksi informasi dan kom~nikasi Pub/ik;dbn

3. seksi ap'/ikasi informatikq.

".. \ f. bidang pariwisata dan ekonomi kreatif terQiri dari:

1. seksi pengembangan deStinasi dan bin~ mitra;

2. seksi ekonomi kreatif, se,ni, tradisi dan pertunjukan;dan

3. seksi informasi dan promosi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas perhub~ngan, pariwisata, komunikasi dan,
informatika sebagaimana dimaksud pada ayati(l) tercantum dalam Lampiran N yang

merupakan bagian tidak terpiscihkan dari perafuran Daerah ini.



Paragraf S!

Dinas Teraga Kerja danjTransrnigrasi

Pasal9

(1) Susunan orga~isasi Dinas tenaga kerja dan transrnigrasi terdiri dari:
! ! I .

a. kepala Dinas; ,
I I I

b. sekretariat terdiri dan: i
1. subbagi~n perencanaan dan evafuasi;

: .
I ;

2. subbagian keuangan;dan

3. subbagian urnurn dan kdpegawaian.

c. bidang penernpatan tenaga kerja dan perl~asan kesernpatan kerja terdiri dari:
! I l

1. seksi penernpatan tenaga kerja;
. . I

2. seksi p~rluasan kesernpatan kerja;dan :

3. seksi pengembangan pasar kerja.
I

d. bidang pembinaan peJatihan dan produktifltas terdiri dari:
I ' ,

1. seksi pembinaan peJatihan; 1

2. seksi pemagangan dan produktifitas;dar

3. seksi standarisasi dan kelembagaan.

e. bidang hubungan industrial dan pengawa~an ketenaga kerjaan terdiri dari:

1. seksi hubungan industrial;

2. seksi keJembagaan dan jaminan S05ial;dan

3. seksi pengawasan ketenaga keljaan. ;
I

f. bidang trasmigrasi t~rdiri dari:

1. seksi pengembangan sarana dan prasarana kawasan;

2. seksi penernpatan dan kerjasama;dan '
I

3. seksi pembinaan usaha, ekonomi dan sosial budaya.

g. KeJompok Jabatan Fungsional; I
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas tenaga kerja, dan transmigrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum daJam Lampiran V yang merupakanbagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
,

Paragraf 9
Dinas Pekerjaan ;Umum
- I

I PasallO:

(1) Susunan orgaf;lisasi Dinas pekerjaan umum terdiri dari:
1 ; I



(

a. kepafa Dinas;
I

b. sekretariat terdiri dari:
I .

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;

2. subbagian keuangan;dan, .
I I

3. subbagiEm umum dan kepegawaian.

c. bidang penataan ruang terdiri dari:

1. seksi perencanaan tata ruang;
,

2. seKsi pemanfaatan ruang;dan

3. seksi p~ngawasan dan eyaluasi tata rua,ng.

d. bidang sumber daya air terdiri dari:
I .
I I

1. seksi teknis sumber daya air;
i .

2. seksi irigasi dan air tanah;dan
, I

3. seksi sungai, rawa, pant~i dan danau.
I I

e. bidang bin~ marga terdiri &Jri:

1. seksi te~nis bina rnarga;.

2. seksi pembangunan jalar;l dan jembatan;dan
1 , I

3. seksi pemeliharaan jalan! dan jembatan.'

f. bidang cip~a karya terdiri d~ri: !
1. seksi teknis dpta karya;

! . ;

2. seksi p~ngembangan pefmukiman dan penataan bangunan Iingkungan;dan
I.

3. seksi penyehatan Iingkungan dan permukiman.
I , I

. , I

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

~l.. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas pekerjaan un;Jum sebagaimana dimaksud pada ayat
, ,

(1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura .

Pasal 11

(1) Susunan orgariisasi Dinas pertanian, tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari:
!

a. kepala Dinas;

b. sekretariat terdiri dari:

1. subbagi~n perencanaan dan evaluasi;

2. subbagian keuangan;dan

3. subbagian umum dan kepegawaian.



c. bidang tanaman pangan terdiri dari:

1. seksi se~ealia;

2. seksi akabi;dan

3. seksi pasca panen dan pengolahan hasil,.

d. bidang hortikultura terdiri dari:

1. seksi buah-buahan dan tanaman hias;

2. seksi p~ngembangan sayuran dan bio ($rmaka;dan

3. seksi perbenihan dan pasca panen.

e. bidang Bina usaha terdiri dari :

1. seksi informasi pasar dan pemasaran ~omoditi;
, ' !

2. seksi pengembangan m'utu dan standarisasi; dan

3. seksi pembjayaan dan investasi.
I '

f. bidang prasarana dan sarana pertanian terdiri dari:
, I

1. seksi pengelolaan lahan dan air; I ,

2. seksi p~ngendalian alsintan;dan

3. seksi p~ngawasan pupuk dan pestisida.!
1 ; j

g. Kelompok Jabatan Fungsiolial;

h. Unit PelaksanaTeknis Dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas pertanian~ tanaman pangan dan hortikultura

sebagaimana :dimaksud pada: ayat (1) te'rcantum dalam Lampiran VII yang
I

merupakan bag ian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
I

Paragraf 8[

Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 12

(1) Susunan organisasi Dinas perikanan dan kelautan terdiri dari:
, '

a. kepala Dinas;'

b. sekretariaf terdiri dari:

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;

2. subbagiim keuangan;dan

3. subbagi~n umum dan kepegawaian.

c. bidang perikanan tangkap terdiri dari:

1. seksi usaha perikanan tangkap;

2. seksi sarana dan prasarana perikanan ~ngkap;dan
1

3. seksi pengelolaan sumber daya ikan.



\

d. bidang perikanan budidaya terdiri dari:
I I

1. seksi u~ha dan produlcli perikanan budidaya;

2. seksi ~rana dan prasar~na perikanan ~Udidaya;dan
: ' ~

3. seksi perbenihan, kesehatan ikan dan Iingkungan.
I I '

e. bidang kelautan, pesisir dan pengawasanl sumber daya perikanan kelautan terdiri

dari:
1. seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan;

1

2. seksi konservasi, rehabilitasi sumber daya perikanan dan kelautan;dan

3. seksi ~ngembangan p~sisir dan pulau~pulau keeil.
f. bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdiri dari:

1. seksi usaha, investasi dan kelembagaan;

2. seksi pengolahan hasil perikanan;dan

3. seksi pemasaran hasil perikanan.

g. Kelompok:Jabatan Fungsional;

h. Unit PelaksanaTeknis Dinas.
: ' I

(2) Bagan struktur organisasi Dinas perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII ya~g merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

paragraf~
Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral

Pasal131
,

1

(1) Susunan organisasi Dinas kehutanan dan energi sumber daya mineral terdiri dari:

a. kepala Dinas;
b. sekretariat terdiri dari:

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
2. subbagian keuangan;dah
3. subbag,ianumum dan kepegawaian.

, ,

c. Bidang pemantapan kawasan hutan terdi~i dari :

1. seksi irwentarisasi sumber daya alam;!
2. seksi pemolaan kawasan hutan; dan

I .

3. seksi pengukuran dan perpetaan.
1

d. bidang pehgelolaan hutan terdiri dari:
1. seksi peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan;

i ; j
2. seksi pemanfaatan hutan;dan
3. seksi Ptoduksi dan induStri kehutanan. i



e. bidang re~abilitasi dan perigelolaan daerah aliran sungai terdiri dari:

1. seksi pengembangan pengelolaan daer~h aliran sungai;
: : i

2. seksi perlindungan dan pengamanan hutan; dan

3. seksi ~ngembangan hJtan lindung da~ jasa lingkungan.

f. bidang energi terdiri dari: i
I :

1. seksi ketenaga Iistrikan;.
I I

2. seksi energi baru dan terbarukan;dan

3. seksi minyak dan gas. ;
I I

g. bidang sumber daya mineral terdiri dari:

1. seksi p~ngelOlaanair ta~ah;
2. seksi geologi dan sumber daya mineral;dan

i. i i
3. seksi pertambangan umum. I

h. Kelompok:Jabatan Fungsional;

i. Unit PelaksanaTeknis Dinas.
i

(2) Baganstruktur organisasi Dinas kehutanan dan energi sumber daya mineral
, , ,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter~ntum dalamLampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.

Paragraf 19
I

Dinas Keuangandan Aset Daerah
Pasa114:

(1) Susunan organisasi Dinas keuangan dan aset Daerah terdiri dari:

a. kepala Dinas;
b. sekretariat terdiri dari: ,

I

1. subbagian perencanaan, evaluasi dan Jusat data elektronik keuangan;

2. subbagian keuangan;dan
3. subbagian umum dan kepegawaian.

i
c. bidang anggarcmdan pembinaan keuangim Daerah terdiri dari:

1. seksi anggaran area I; ,
2. seksi anggaran area lI;dan

. .
3. seksi bina evaluasi anggaran pendapatim belanja daerah kabupatenl kota.

d. bidang perbendaharaan terdiri dari:
. ,

1. seksi v~rifikasi area I;
I • I

2. seksi verikasi area lI;dan

3. seksi v~rifikasi area III. ;
;

e. bidang pendapatan terdiri dari:
I



1. seksi pengelolaan pajak;: i
, I
I I

2. seksi dana perimbangan, retribusi dan p~ndapatan lain-Iain;dan '

3. seksi pe~gendalian dan p~mbinaan pendapatan.

f. Bidang ass~t terdiri dari :

L Seksi penataan pengendalian dan pelaporan asset area I;
. I ' ;

2. Seksi penataan pengendalian dan pelaporan asset area II;dan

3. Seksi perencanaan dan ~valuasi asset. !

"
g. nidang akuntansi terdir~dan,:, '

1. 'seksj aJ<Untansj keuangan;

2. seksi akuht:ansi aset;dan ;

3.seksi~. ,
, I

I

h. Kelompok Jabatan Fungsional;

i. Unit Pelaksa~a Teknis Dinas.'

(2) Bagan struktur organisasi Dinas keuangan dan, aset Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yan~ merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan qaerah ini.
I

.
i

Paragraf 11 I

Dinas Peternakan dan Perkebunan
i i

I

Pasal15

(1) Susunan org'anisasi Dinas peternakan dan perkebunan terdiri dari:
i

a. kepala Dinas;

b. sekretariat terdiri dari:

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;

2. subbagian keuangan;dan

3. subbagian umum dan kepegawaian.

c. bidang perkebunan terdiri dari:

1. seksi budidaya tanaman perkebunan;

2. seksi pengolahan dan bina usaha perkebunan;dan
, '

3. seksi sarana dan prasarana perkebunan. ,

d. bidang budidaya dan pengembangan ternak terdiri dari:

1. seksi penyebaran dan pengembangan tetnak;
: : i

2. seksi pakan dan teknologi;dan

3. seksi perbibitan ternak dan inseminasi buatan.

e. bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terdiri dari:
!' j i

1. seksi pelayanan, pencegahan dan pembe'rantasan penyakit hewan;
, ,

, I
.• \1
I



2. seksi kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen;dan

3. seksi labo'ratorium kesehatan hewan dan :kesehatan masyarakat veteriner.

f. bidang agribisnis peternakan terdiri dari:
i .

1. seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

2. seksi sara:na dan prasarana peternakan;dpn

3. seksi pengembangan kelompok.

g. Ke/ompok Jabatan Fungsiona/;

h. Unit Pe/aksana Teknis Dinas.; ,
I i

(2) Bagan struktur organisasi Dinas peternakan dan perkebunan sebagaimana dimaksud
I

pada ayat (1)! tercantum dalam Lampiran i XI yang merupaka-n bagian tidak

terpisahkan dari: Peraturan Daerah ini.
I

, '

Paragraf 12 i
Dinas Sosial ;

!
Pasal 16

..
,

(1) Susunan organisasi dinas sosial terdiri dari:
i '

a. kepala dinas;

b. sekretariat terdiri dari:

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
I :

2. subbagian keuangan;dan '

3. subbagia~ umum dan kepegawaian.
I

c. bidang rehabilitasi sosial terdiri dari:

1. seksi penyandang disabilitbs tuna sosia/ dan korban napza;

2. seksi anak danlanjut uSiafdan I
3. seksi pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial.

! :
d. bidang perlindungan jaminan sosial terdiri dari:

1. seksi perlindungan sosial ~orban bencanC;1alam;
i

2. seksi jaminan sosial dan bantuan bencana sosial;dan
i :

3. seksi identifikasi PMKS, pengo/ahan datal dan penyu/uhan sosial.

e. bidang kelembagaan dan kemitraan terdiri dari:

1. seksi pembinaan pekerja sosial dan pengembangan sumber' daya manusia

kesejahteraan sosial;

2. seksl kelembagaan sosml;dan

3. seksi kemrtraan sosiat.

f. bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskifl terdiri dari:

1. seksi pemberdayaan keluarga;



I

, ' ;
2. seksi pemberdayaan kawasan adat terpentil;dan

3. seksi pele1tarian nilai kepaplawanan, kep~rintisan, dan kesetiakawanan sosial.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;
I ;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. i

(2) Bagan struktur organisasi dinas sosial sebagaimana dimaksud. pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran XIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

BABN ,

UNIT PELAKSANATEKN1S DINAS

Pasal17

.; (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur 'pelaksana teknis operasional dinas

daerah.
, '

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
: i i

kepada Gubernur melalui Kepala Dinas !

(3) UPTD dapat dibrntuk setelah memenuhi per5)jaratan sesuai peraturan perundang-

undangan
, I

(4) Pengaturan tentang UPTD mehgenai nomenklatur, jumlah dan jenis susunan

organisasi, tugas da,n fungsi ditetapkan dengrn Peraturan Gubernur berdasarkan

peraturan perundang-undangan. .

BABV
i '

KElOMPOK JABATAN FUNGSIONAl
,

Pasal 18

1 I

(1) Pada dinas Daerah dapat dib~ntuk kelompclk Jabatan Fungsional berdasarkan
: I

keahlian dan spesialisasi yang idibutuhkan s~suai dengan Peraturan Perundang-
!

undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional lmempunyai tJgas melaksanakan sebagian tugas

Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan ;kebutuhan.
. i

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terqiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan
! :

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seprang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk. . .
. : I

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



I . .
(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur ~esuai dengan Peraturan Perundang-

undangan. .
I

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional
I i I

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan dan Peraturan

Gubernur.

BABVI

j TATA KERJAi
Pasal19

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi,
1 ; I

integrasi, sinkronisasi dan simplifikasl. '

i:

Pasal20

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan

hubungan fungsional dengan instansi lain yang perkaitan dengan fungsinya.
i

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan

mengoordinasikan bawahannya dan memberi~an bimbingan serta petunjuk dalam

pelaksanaantugas.

BABVII

KEPEGAWAIANDANESSELONERING

Pasal21 I

I
I

(2) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Ese/onlIa.

(3) Jabatan struktura/ ese/on IlIa terdiri dari .:

d. kepala UPTD

. ; i

. I'
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta

» para Pejabat FUngsiOnal'di Li~gkUngan DinJs diangkat dan diberhentikan oleh

Gubernur atas usul Sekretaris Daerah

b. sekretaris;dan

C. kepala bidang.

(5). Jabatan struktural eselon IVa ter'diri dari:, ,

a. kepala seksi;dan

b. kepaJasubbagian;



(6) Pembinaan kepegawaian di Hngkungan Dinas dilakukan oleh Gubernur sesuai
I

Peraturan PerUndang-undangan.,

BABVIII;

PEMBIAYAAN
,

Pasal22 .

Biaya yang diperlu~an untuk pelaksanaantugas di:nasDaerah dibebankanpada anggaran
: 'i'

pendapatan belanja Daerah.
!

BABIX
I

KETENTUANLAIN-LAIN
,

Pasal23 i

!
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi lembaga teknis Daerah diatur

dengan Peraturan Gubernur.

BABX

KETENTUANPE~LIHAN

Pasal24 i
I

(1) Pemangku jabatan struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan
I

Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dilakukan pelantikan' pejabat baru

berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) UPTD yang sudah ada sebelum Peraturan. Daerah ini diundangkan, masih tetap
I

berlaku dan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini diselesaikan

paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal reraturan Daerah ihi diundangkan.

BABXI

KETENTUANPENUTUP
I

Pasa/25 I

,,
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007

,

tentang Organisasi dan Tata KeFja Dinas-DinaS Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor
, . I
. I

5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. '



Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

/

Ditetapkan di Goro

pada tanggal
I

GUSERNUR

Diundangkan di Gorontalo
I

pada tanggal 2C OktobcI' 2013

SEKRETARIS DAE~H PR INSI GORONTALO
I

WINARNI

i

! I
LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR .•~"2

2013



PENJElASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 12 TAHl)N 2013

TENTANG.

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

1. UMUM

5ebaga\mana tercantum da\am Pasa\ 12S; ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meny~butkan susunan organisasi Perangkat
I

• Daerah ditetapkan daram Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu
dan berpedoman pada peraturan pemerintah. S~bagai pelaksanaan dari pasal Ini telah
diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tatlun 2007 tentang Organlsasi Perangkat

!
Daerah. BerdasarkanPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Inl, PembentukanOrganlsasi
Perangkat Daerah; ditetapkan dengan peraturam Daerah dengan berpedoman pada

peraturan pemerintah ini..
Susunan organisasi dan tata kerja Dinas' Daerah daJam Peraturan Daerah ini

secara umum mengikuti prinsip miskin struktur kaya fungsi sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan pengecualian secara terbatas. Pengecualian

susunan Perangkat Daerah dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan objektif.
Secara faktuaI, penataan organisasl dan I tata kerja Dlnas Daerah merupakan

\~ bagian dari upaya untuk mewujudkan tata peme~intahanyang baik (good governance).
Tata pemerintahan yang baik pedu mendapat perhatian karena selain sudah menjadi

tuntutan masyarakat, juga merupakan kepef')tingan Pemerintah Daerah Provinsi
Gorontalo dalam rangka menciptakan profesionaJismedan kenyamanan pegawai daJam

bekerja. Dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organlsasi
Pemerintah Daerah Provinsi G?rontalo. diharfpkan dapat mendorong terciptanya
pelayanan publik yang prima, meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam

, I

memberdayakan rilasyarakat, mengembangkan ekonomi, meningkatkan prasarana dan

sarana, serta mewujudkan tertiI:) anggaran. Di samping itu, penataan organisasi
I

Perangkat Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas Pemerintah

Daerah.
Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibantu oJeh Perangkat

Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantL penyusunan kebijakan dan koordinasi



( -...,
, (

,
yang diwadahi datqm sekretartat, unsur petaksana.urusan Daerah yang diwadahi dafam. ; i
Dinas Daerah, ur)sur pendukung tugas kepala Daerah dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis

Daerah serta staf ~hli yang melaksanakan tuga~ dan fungsi diluar tugas Perangkat
; I

Daerah tersebut diatas. ' '

Organisasi dan tata kerja binas Daerah idibentuk berdasarkan pertimbangan

adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenC:mganDaerah, yang terdiri dari urusan
, I ,

wajib dan urusan pllihan sebagaim~na tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemeriptahan antara Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, namun t;dak berarti bahwa setiap penanganan
, I

urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri karena pertimbangan
I

efektivitas, efisiensi, dan rasional sesuai dengan' kebutuhan dan kemampuan Daerah
masing-masing serta adanya koorDinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan antara pusat Daerah juga harus diperhatikan. Selain itu, dalam
implementasi penataan kelembagaan Perangkat paerah melalui Peraturan Daerah ini

, , ,

dirasa penting untuk memperhatikan aspek psi~ologis dan dampaknya sehubungan
dengan adanya penggurangan dan' penggabungarl satuan kerja Perangkat Daerah serta

kemungkinan terjadinya pengurangan jabatan st~ukturaf pada satuan kerja Perangkat
Daerah. Untuk itu pemberian kompensasi dengan tetap memberikan hak-hak

kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural sebelumnya

merupakan upaya yang logis dan realistis.

II. PASAL DEM! PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal2
Cukup jelas

Pasat3
Cukup jelas.

Pasal4
Cukup jelas,.

Pasat5



Cukup jetas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasat7
I

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasa19 I

Cukup jela~.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

PasaJ 15

Cukup jelas.

Pasa116

Cukup jelas.

PasaJ 17



Cukup jetas.

Pasal18
Cukup jelas.

Pasat 19
Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku
kepentingan dalam menata' organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Iingkup

kewenangannya, baik Iintas,sektor maupuri antarstrata pemerintahan.
, : I

Yang dimaksud dengan '\\integrasi" adaJah penyeJenggaraan fungsi-fungsi

Pemerintahan Daerah yang".dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi
I ' !
1 ' '

Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan ~\sinkronisas("'adalah konsistensi dalam penataan
Ii;

organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang

berlaku.

i
) I

Yang dimaksud dengan "simpJifikasi'" adaJah penyederhanaan penataan

organisasi Perangkat Daerah yang efisien, ~fektif, rasional, dan proporsional.

Pasal20
Cukup jelas.

PasaJ21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

PasaJ23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas



Pasat25
Cukup jela~.

Pasal26

Cukup jelas'.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSr GORONTALO NOMOR~.l.O'

; '.



I
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINA. AERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO

AMPlRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 1 2TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KElDA DINAS DAERAHr KEPALA .. ~

r -------------------------------=~----F==. ------.----l-.-s-EK-RiARIs']
..I....KELJA~ATAN' FUNGSION.A.._L~.~1~1.. _~-- ---=. .f--=-

SUbba.9 . J. . [Subba9' K-;'Uan
g;].Perencanaan •

dan Evaluasi • . . -..:.._~~-

Subbag umum~.
KepegaWaia~J

Seksi Pengembangan
I Permukiman & Penataan
L-.!angunan Lingkungan

Seksi Penyehatan
Ungkungan & Permukiman

Seksi Tekni;i ..
Bina fvlarga_J

Seksi Pembangunan
Jalan dan Jembatan

. ~ksi Pemeliharaan
~~an dan Jembatan

[Bidar._'9 J,.-. . Bina Marga

~ .~~Tr
I
i
,1--.
~-

~--r- ... -.'

G
--L..-__. --l

• Bidang .
sumrAir J

- Seksi Teknis
Sumber Daya Air

..- ---- -- -- -----

Seksi Irigasi
- dan Air Tanah

Seksi Sungai, Rawa,
- Pantai dan Oanau

Seksi Pemanfaatan
Ruang

Seksi Pengawasan dan
Evaluasi Tata Ruang

_--.J'--- _
[p~n~~~n~uang . I ....

Seksi Perencanaan Tata
- Ruang

UPT



t'
BAGAN STRUKTlJR ORGANISASI DAN TATA KERJA OINAS '0, ~H
DINASPEN'OIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

[ KEP~ DINAS : I
r_~_~. ~ ~~ ~~ ~ 4 --~ __ ~ #-_

AMPIRAN I
PERAiURAN OAERAH P~OVINSI GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 'DINAS DAERAH

[

t,
•,

_.. Lo¥

••,
t

KEL~MPO~ABFUN~:

SEKREfARIS

Subbag
Perencanaan dan --- -_. -

tvaluasi

Sllbbag.
-- -Keuangan

Subbag Umum dan
--Kepegawaian -

BIDANG
BlbANGBIDANG BIDANG f3IDANG Ke8UDAYAAN

. _PAUONl _____:_ 'DIKDAS .'OIKMEN ___ .1 MutENDIK
- .- _._---- .. -- -- - ~--- - --_ .. - -.-

5eksi 5eksi 5eksi 5eI<SiBina Seni 5eksi
Bina PAUD BinaSD eina SMA dan ~ertunjukan Kurlkulum

SIDANG
PEMUDA DAN

- -.-- OLAHRAGA

Seksi
Pen1uda

Seksi
, Bina Dikmas
,

~

5eksi
Bina Kursus

Seksi
Sina SMP

5eksi
Bina PKU<

5eksi
Sina SMK

5el<SiBina PKLK
dan

Kerjasama PT

UPT

5eksl8ina 5ejarah
dan Nilai-Nllai
Tradisional

sekSi useum
dan Kepurbakalaan

5eksi
PTK Dikdas

Seksi
PTt< Dikmen

5eksi Olahraga
Prestasi

5eksi Olahraga
Rekteasi



BAGANSTRUKTURORGANISASI DAN TATA KERJADINAS DAERAH '
OINAS KESEHATAN

r- ~PlRAN II
r-~AATURAN DAERAHPROVINSI GORONTALONOMOR 12 TAHUN 2013

, •. TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJADINAS DAERAH_ KEPAlA DINAS

t----~.--~-~.__.---------------------~--.--------------------._
SEKRETARIS

KEL.JABATANFUNGSIONAL- - ,

Subbag. Perencanaan &
Evaluasl

Subbag.Keuangan Subbag Umum &
Kepegawalan

~UBERNUR,

Bidang Blna Upaya Kesehatan
(BUK)

, --Seksl Pelayanan
Kesehatan Dasar dan

RuJukan

seksl Pelayanan
Kesehatan Khusus

Seksl Promosl
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Evaluasl

Subbag. Keuangan - - - Subbag Umum &
KeDeQawaian

tpUBERNUR
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Evaluasi

SEKRETARIS

Subbag.Keuangan Subbag Umum &
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Bldang Perhubungan Oarat

.- - ,

Seksl Angkutan Darat &
Penyeberangan

SeksllaluLlntas dan
Rekayasa

Seksl
Keselamatan,Teknlk
Sarana dan prasarana

Bldang Perhubungan laut dan
Udara

- ..-. . .__ ..

Seksl Angkutanlaut dan
Udara
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dan Udara
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KEL.JABATAN FUNSIONAL

Subbag Umum &
KepegawalanSubbag. KeuanganSubbag Perencanaan &

Evalua~1
l

I I I I 1
Bldang Penempatan Tenaga Bldang :Pemblnaan

,

Bldang Hubungan ___ Bld~n_9_---- - Keija 'dan Perluasan - Pelatlhan &. Produktlfltas Industrial & Pengawasan
_ •._- ---

Transmlgrasl -" ~ -. ---

IKesempatan Kerja KetenaQa Kerlaan Tr I

5eksl Penempatan
I

Seksl Pemblnaan Seksl Hubungan 5ekslPengembanganf- ~
Tenaga Kerja Pelatlhan ~ Industrial - sarana & Prasarana

- -'-_. .... - - .. --. - - ._-_ ..--.- --~. --- - -- -.-.- ..__ . -- --- ---.- -- .- .. _-_. • 0 ___ -_... -~ ... -_ .. - ---
Seksl Perluasan

I-
seksl Pemagangan dan Seksl Kelembagaan & Seksl Penempatan &~ Kesempatan Kerja ProduktIfitas ~ Jamlnan Soslal - Kerjasama

5eksl Pengembangan 5eksl Standarlsasl dan : SekslPengawasan
Seksl Pemblnaan Usaha,Pasar Kerja L..-- Ketenaga KerjaanL-... I- Kelembagaan •... Ekonoml & SCslal,... '-- ..

UPT
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SEKR£:TARI~
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Subbag Perencanaan l.,f Subbag Keuangan 1,1[ ~Jbbag umu~ d:l
dan Evaluasi J t_____ ; K_ep_e~a~_la_n ~

-~- -- ------
-Biciimg sina Us"aha ~I- BitlangPrasarana- dan

Sarana Pertanian
I

J Seksi Pengeloiaan Lah~l
I -_.- dan.Air (PiA) ~"- ..

----
I- Seksi

~.- -- __Serealia ~...

- Se~D
Akabi_ . . '

-', .' Seksi Pasca Panen
dan Pengolahan Hasi!

--_.-=c---'
f---skiang Hoitikultura -,

L--:] ._-.1

Seksi Buah-Buahan dan I
-__ Tanaman Hias _ _.

Seksi Pengembangan
Sayuran dan Bio Farmaka

1 Se~,i Perbenihan dan pasca
panen ,

,L•....-.
.1 :

Seksi Informasi pasa~
daR"Pemasaran i<omo~j

5eksi Pengembangan Mutu
dan Standarisasi

SeksiPembiayaan dan:
Investasi

-[
.1., '.

! '

Seksi
Pengendalian Alsintan

Seksi Pengawasan ]
Pupuk dan Pestisida . .
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ngolahan dan
Hasll Perlkanan

bbag Umum dan'
Kepegawalan

emasaran Hasll
erlkanan'
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Subbag Subbag Keuangan Su

Perencanaan dan
Evaluasl

I I I !.- .. - - .~~- - -- ._- -- -- _. - ._--- ---- -- -- _.
Bldang Perikanan Tangkap Bidang Bldang Kelautan, Peslslr dan Bldang Pe

Perlkanan Budidaya Pengawasan SDPK Pemasaran
I T I

I- Seksi Usaha I- Seksl Usaha dan Produksi Seksi Pengawasan dan - Seksl U
-- - __Perlkanan Tangkap ---- - _.- --- -Perlkanan Budldaya - -- _ .. - - -Pengendallan Sumber Daya ----- - _ ... -- ..dan,

Perlkanan dan Kelautan
Seksl sarana dan Seksl sarana dan Prasarana . - Seksl P- Prasarana Perlkanan I- Seksl Konservasl, RehabllltaslPerlkanan Budldaya I- PTangkap SumberDayaPerlkanan dan

1 V•••I.•••••.••••

Seksl Pengelolaan Sumber "'''''.-- Seksl P'-- Daya Ikan
••..., Seksl Perbenlhan, Seksl Pengembangan Pes/sir - PKesehatan Ikan dan I.-

dan Pulau-Pulau Kecll ,
L1ngkungan
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Subbag Perencanaan I Subbag

I
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dan Evaluasl Keuangan Kepegawalan
- ~_.-.. . "--- . - - -, - ." .. -_... - - -->. --- --' .. --- -_.- - --_ ... - -----

I I I I
Bldang Pemantapan Bldang Bldang Rahabilitasl dan Bldang Bldang Sumber Daya
Kawasan Hutan Pengelolaan Hutan Pengelolaan DAS Energl Minerai (SDM)

I I I I_. .- - -'- .- -- - _ ..- - -- .. -... - _. _. ._- .._- ._... - ._.. - _.- --- -- ---_. -- - ._-_.- - - .. _-- -_." ..--- . - -

5eksl Inventarlsasl 5eksl Peredaran 5eks1 5eksl 5eksl Pengelolaan- SUmber Daya Alam - - Pengembangan - Ketenaga Ustrlkan
!""""

Hasll Hutan dan Air tanah
luran Kehutanan OAr\naWlIl:lnno\C! ,

5ekslPerllndungan : 5eksl Energl Baru 5eksl GeoIogI
5eksl Pernolaan Seksl

1-' I-
danSDM~ - Kawasan Hutan - i- dan Pengamanan dan Terbarukan

-'. -~. ~--
I Pemanfaatan Hutan 'HiJtan

1- 5eksl Mlnyak
5ekslPertambangan

5eksl Pengukuran 5eksI
•... Umum

"- danPerpetaan - 5eksIP~uksldan "- dan GasPengembangan I

Industrl Kehutanan Hutan Undung .-,{/
I UPT ~BER~NTALOJ
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-- . --.- - , .. . - . . _ .. - . - -- . --- -- . ----

I I I I I
Bldang Anggaran dan Bldang Bldang Bldang Bldang

Pemblnaan Keuangan Daerah. Perbendaharaan Pendapatan Aset Akuntansl

I I I I I
._-' - - - - --.

SekSf
._. .... - .. --_.- --- -- -. _.

Sel<Si - --~ ---._- -- -SeksTJ)enata8n; --- .. ... - - •• - _0 ••• --.- . --
- - seksl

Penggelolaan Pajak Seksl Akuntasl
Anggaran Area I Verlfikasl Area I - - Pengendallan dan Keuangan

Pelaporan Aset Area I
1-

Seksl Seksl Seksl Dana- Anggaran Area II - Verlfikasl Area II - Perimbangan,Retrlbusl Seksl Penataan, Seksl- I-
.t
~.:-.- '": dan Pendapatan Pengendallan dan Akuntansl Aset

Seksl Blna Evaluasl lain-lain Pelaooran Aset Area II
,- APBD Kab/Kota seksl- Verlflkasl Area III - SekslPengendallan .... Seksl Seksl
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,I I
Subbag Perencanaan Subbag Subbag Umum dan

dan Evaluasl Keuangan Kepegawalan

l-- .- - -_. -'" . _. - --_. --- -- -- - _ ..

Bldang Budldaya dan , Bldang Kesehatan Hewan dan Bldang AgrlblsnlsBldang Pengembangan Ternak Kesmas Veterlner PeternakanPerkebunan

+ ~
I j+

_. ... - . .-- - . --:seksl PeJayanan;'- --_._. _.
sekSl Pengolahan dan

- ._ .. .- -- -" -
Seksl Budldaya Tanaman 5eksl Penyebaran dan --

Pencegahan, dan Pemasaran Hasll Peternakan- I-- 10-- Perkebunan Pengembangan Ternak
Pemberantasan Penyaklt

Hp.WAn
seksl Pengolahan dan Blna 5eksl Pakan

5eksl sarana dan Prasarana-'- Usaha Perkebunan ,- dan Teknologi - seksl Kesmas Veterlner dan - Petemakan '-J:,~--:"";' \.-_. ,

Pasca Panen
.-

seksl $arana dan Prasarana "-- SekslPerblbltan Ternak dan

5eksl PengembanganInsemlnasl Buatan--- Perkebunan
5eksl Laboratorlum Keswan ~ Kelompek

""'- dan Kesmavet ....--,.
//

BAGAN STRUKTURORGANISASI DAN TATA KERJADINAS ~RAH
OINAS PETERNAKANDAN PERKEBUNAN
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Seksi Pembinaan Pekerja J
Sosial dan Pengembangan

. -- .. "-SDM Kesos ".. _ ..

I 1 -It-, Kelemb;~~~~,~

I~Cemlt;:~iSos1al..",.'Seksi Identiflkasi PMl<S,
Pengolahan data

<IanPenyuluhan Soslal-- .

.r-------.~....t'

- Seksi Perlindungan
<:;nc:i",iKnrNlrl R~n,.;i\n",

"

- Seksi Jarninan SO~ial~;J
Bantuan Bencana Sosial
;'-------~-,_.

",,,,
~LJABATAN FUNSIONAL-.~
.L.. ,'__' ,-1

Seksi
Anak dan Lanjut Usia

-.r=
Bidang.----l

Rehabilitasi SosIal _J

c ]. S ks'
". pemberd~y~an LKS '

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJADINAS Dt \H
DINAS SO SIAL

I Selo'si Penyandang

......, ..L~sabUita~ Tuna Sosial dan


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037

